


Sejak dulu nusantara kita adalah wilayah yang
kaya akan hasil-hasil bumi, seperti komoditi
pertanian, perkebunan serta bahan tambang.
Jumlahnya yang sangat banyak membutuhkan SDM
yang banyak pula untuk mengelolanya. Mulai dari
proses kultivasi, refinasi, pengolahan, distribusi,
hingga penjualan.

Pada masa masa kolonial, negara-negara Eropa
saling berkompetisi memperluas wilayah koloninya.
Suatu negara berperang dengan negara lain. Perang
ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini
membuat dunia usaha dipaksa untuk meningkatkan
produktivitasnya guna membiayai ekspansi besar
tersebut. Eksploitasi daerah koloni harus lebih
massive, apapun harus jadi uang. Strategi pun
berubah, dari monopoli dagang sampai ke
perbudakan yang berganti-ganti rupa.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan
menerapkan sistem ketenagakerjaan yang lebih
efisien seperti kerja paksa dan sebagainya. Sejak saat
itu, sistem ketenagakerjaan mulai berkembang
dengan pesat. Hubungan industrial antara
pekerja-pengusaha  diatur  sedemikian rupa,
tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan
yang lebih besar. Bagaimana sistem ini berkembang,
berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk ikatan
ketenagakerjaan yang pernah diterapkan di
Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang.

1. Kerja Rodi

Mendengar kata rodi. Terbayang dalam angan,
kilasan-kilasan penindasan yang dialami oleh nenek
moyang kita beberapa ratus tahun silam. Bekerja
siang dan malam tanpa gaji, tiada hari tanpa
pecutan, mengejar target penyelesaian dengan
waktu istirahat yang singkat. Makan seadanya,
minum pun di jatah.

Kerja Rodi ialah bentuk kerja paksa yang
diterapkan oleh Herman William Daendels ketika ia
ditugaskan sebagai Gubernur Jenderal oleh
Napoleon ke wilayah nusantara tahun 1808-1811.

Tujuannya adalah untuk mengambil langkah
strategis agar koloni Belanda di nusantara tidak
jatuh ke tangan Inggris pasca dibubarkannya VOC
tahun 1799.

Hasilnya, cukup fantastis. la sukses mendirikan
benteng Meester Cornelis, fasilitas kesehatan militer,
pabrik meriam di Semarang, Akademi Militer di
Batavia, serta jalan raya pos dalam tempo singkat.
Plus, kas negara yang tadinya kosong akibat perang
kembali terisi sedikit demi sedikit.

2. Cultuurstelsel atau sistem pembudidayaan

Sistem ini diterapkan pada masa pemerintahan
Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch. Sistem
ini berlangsung empat puluh tahun, terhitungsejak
1830 hingga 1870.Sistem ini mengantarkan Belanda
pada kejayaannya di era kolonial. Karena
keberhasilan tersebut, daerah koloni di Afrika mulai
ditinggalkan dan Belanda memfokuskan eksploitasi
secara massive dilakukan di nusantara.

Sistem ini didasari dengan anggapan bahwa
seluruh wilayah nusantara adalah milik Belanda.
Setiap penduduk di tiap desa wajib membayar sewa
tanah setiap bulan. Sewa tanah tersebut dapat
dilunasi dengan cara menggunakan 20% tanah
untuk ditanami tanaman yang bernilai tinggi di
pasar internasional seperti teh, kopi, karet, tebu,
tembakau, dan sebagainya. Mereka yang tidak
punya lahan, harus menyisihkan 20% waktu
kerjanya selama setahun untuk mengerjakan lahan
kebun milik pemerintah kolonial.

Dampak positifnya adalah, perekonomian di
wilayah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda
semakin menguat, sedangkan dampak negatifnya
penurunan  produksi padi yang berakibat
munculnya bencana kelaparan bagi
masyarakat.Cultuurstelsel dihentikan setelah
Pemerintah Belanda menerima tekanan dari dunia
internasional tentang pelarangan perbudakan.

3. Kuli Kontrak

Sistem ini merupakan outsourcing pertama yang
diperkenalkan oleh Biro Imigrasi Deli Planteer
Verenigding (DPV) tahun 1888 di Sumatera Timur.
Tujuannyauntuk mengelola sumber daya manusia
yang bekerja di perkebunan, agar mereka tidak
meninggalkan pekerjaan dan terus terikat kontrak.

Para pekerja didatangkan dari luar Sumatera
Timur, kebanyakan dari Jawa, Kalimantan, India,
dan China. Mereka didatangkan karena penduduk
setempat tidak mau menjadi kuli di perkebunan.
Alasannya, karena kehidupan mereka sudah
tercukupi dengan hasil bumi yang berasal dari
tanah mereka. Lagipula, sebagian dari mereka
terlahir dengan jiwa enterpreneur jauh sebelum
kolonialisme hadir di Sumatera Timur.

Sistem ini melibatkan proses hukum yang
excessivedengan dasar hukumKoeli Ordonantie
tahun 1881. Penggunaan hukuman badan
dibenarkan setelah dikeluarkannya Poenale Sanctie
untuk pekerja yang tidak taat terhadap majikan
mereka. Bentuk ini masih digunakan hingga saat
ini, seperti di perusahaan-perusahaan jasa
penyalur tenaga kerja, baik dalam atau luar negeri.
Hanya saja, tanpa hukuman badan.

Sistem ini dilatarbelakangi ketika rekrutmen
oleh agen menimbulkan berbagai masalah, salah
satunya banyak pekerja yang lari dari
pekerjaannya karena tidak tahan dengan kondisi
yang mereka alami.

Para agen memiliki akses terhadap perusahaan
asing pada masa itu, dan biasanya adalah
orang-orang yang telah selesai masa kontraknya.
Mereka ingin memperoleh lebih banyak uang
dengan bertindak sebagai penyalur tenaga kerja.
Dengan kesepakatan tertentu, agen mendapat
bagian dari penghasilan orang-orang yang terikat
kontrak dengan suatu perusahaan.



